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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan suatu
kebahagian tersendiri bagi keluarga tersebut dan kehadiran seorang anak
ditengah-tengah keluarga dapatl juga diartikan sebagai suatu keharusan,
karena pada Kenyataannya tanpa kehadiran seorang anak suatu keluarga
terasa belum lengkap.

Keinginan seseorang untuk memiliki secrang anak adalah merupakan
suatu naluri manusia yang bersifat alamiah, namun =sebagian manusia
keinginannya tersebut terbentur dengan Takdir lllahi, dimana keinginan untuk
mempunyai anak tidak tercapai.

Manusia pada prinsipnya tidak akan pernah puas dengan apa yang
didapatkannya, sehingga berbagai usaha dilakukan uniuk memenuhi
kepuasan tersebut. Salah satu cara yang dilakukan yaitu  dengan
mengangkat anak. Usaha untuk mengambil anak orang lain tersebut
dimaksudkan untuk dapat meneruskan keturunan. Hal ini merupakan tujuan
dari tindakan pengangkatan anak.

Eksistensi pengangkatan anak di Indonasia sebagai sualu lembaga

hukum masih terlihat pluralisme, sehingga masalah pengangkatan anak



merupakan problema bagi masyarakal terutama dalam masalah yang
menyangkut peraturan dan ketentuan hukumnya.

Hingaa saat ini pengaturan mengenai pengangkatan anak di Indanesia
diatur dalam beberapa ketentuan hukum yaitu:

1. Pengangkatan anak menurut Hukum Adat,
2, Pengangkatan anak menurut SEMA No, & Tahun 1983,

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pembahasan
mengenai pengangkatan anak hanya membahas mengenal pewarizan
dengan istitah “anak lvar kawin" atau anak yang diakui (erkend kind} yaitu
yang diatur dalam Buku | Bab Xl bagian ketiga tentang crang. Jadi meskipun
Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan sumber hukum tertulis di
Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang
pengangkatan anak, tetapi khusus bagi orang-orang yang termasuk golongan
Tionghoa lembaga pengangkatan anak diatur dalam Stb.1917. No. 128 Pasal
5 sampai 15.

Menurut hukum adat terdapat keanekaragaman hukum yang berlaku
antar Satu daerah dengan daerah lainnya, sesuai dengan perbedaan
ingkaran hukum adat, seperi yang dikemukakan oleh Prof, Wan Vallenhoven.
Dengan demikian tentunya akan terdapat beberapa perbedaan pada masing-
masing daerah hukum di Indonesia tentang status dan kedudukan anak

angkat.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah divraikan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab

terdahulu, maka pada bab ini dapat dikemukakan kesimpulannya -

1. Alasan orang melakukan pengangkatan anak berdasarkan Surat

Penetapan yang dikeluarkan cleh Pengadilan Negeri kelas | A Padang

adalah ;

a. Karena tidak mempunyai anak.

b. Karena hanya mempunyai anak laki-laki saja maka diangkatlah
seorang anak perempuan,

c. Karena hanya mempunyai anak perempuan saja maka diangkatlah

seorang anak laki-iaki.
Karena ingin menambah anggota keluarga, karena merasa kasihan
melihat siapak karena orang tua sianak tidak mampu  untuk

menghidupi anak tersebut,

. Untuk dapat mengasuh, memelihara dan membesarkan seorang anak

yang tidak lain adalah masih memiliki hubungan saudara dengan
pemahan sendiri,

Untuk dimasukkan kedalam Daftar gaji.
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